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Investasi: Sebuah Bukti Empiris Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
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Abstract

General Background: Investment plays a crucial role in regional economic growth through
increased production capacity and job creation. Specific Background: In West Nusa Tenggara
Province, investment realization remains uneven across districts despite strengthened corruption
prevention efforts through the Monitoring Center for Prevention (MCP). Knowledge Gap: Previous
studies provide inconsistent findings and rarely examine subnational contexts while incorporating
structural factors such as agglomeration, human capital, and labor force participation. Aims: This
study analyzes the relationship between corruption prevention and regional investment while
controlling for agglomeration, human capital, and labor force participation. Results: Using balanced
panel data of 10 districts/cities during 2019—2024 and panel regression analysis, the findings reveal
that corruption prevention does not show a linear relationship with investment but exhibits a positive
and significant nonlinear effect, indicating a threshold consistency pattern. Agglomeration, human
capital, and labor force participation also show positive and significant relationships with investment.
Novelty: This study introduces MCP as a proxy for corruption prevention at the district/city level and
demonstrates a nonlinear threshold relationship between governance reform and investment.
Implications: The findings highlight the importance of consistent institutional reform, improved
licensing services, strengthened economic agglomeration, and workforce quality development to
support sustainable regional investment.

Highlights

« Nonlinear pattern shows governance reform requires sustained consistency before investment
growth appears

« Economic concentration and workforce characteristics strengthen regional capital inflows

« Threshold behavior confirms delayed investor response to institutional improvement

Keywords
Regional Investment; Corruption Prevention; Agglomeration; Human Capital; Labor Force
Participation
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PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena berperan dalam
meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas aktivitas ekonomi [1]. Dalam konteks
perekonomian modern, daerah dengan arus investasi yang tinggi cenderung memiliki kemampuan pembangunan yang lebih
besar dibandingkan daerah dengan investasi rendah [2]. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya
menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan struktural dan institusional.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan investasi adalah kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk upaya
pencegahan dan pengendalian korupsi. Tata kelola yang baik meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong masuknya
investasi asing langsung [3], sekaligus menurunkan tingkat korupsi melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas
sehingga meningkatkan daya tarik investasi [4]. Teori kelembagaan menyatakan bahwa investor mempertimbangkan
stabilitas kebijakan, transparansi birokrasi, serta jaminan kepastian hukum sebelum memutuskan masuk ke suatu daerah
[5]. Praktik korupsi yang tinggi dapat menambah biaya transaksi, meningkatkan ketidakpastian, serta menurunkan kualitas
pelayanan publik sehingga menghambat investasi [6] data Sebaliknya, upaya pencegahan korupsi di sektor publik dapat
memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan iklim usaha yang lebih sehat.

Di Indonesia, KPK mengembangkan Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk menilai pencegahan korupsi di daerah
melalui delapan area tata Kelola, seperti APBD, pengadaan, perizinan, asset, dan layanan publik, yang mencerminkan
kualitas birokrasi dan berpengaruh positif pada investasi [7]. Sementara itu, investasi ni Nusa Tenggara Barat (NTP)
meningkatkan signifikan dengan realisasi Rp. 54,55 trilliun pada 2024, melampaui target daerah [8]. Kenaikan investasi
tersebut banyak berasal dari sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, pariwisata, agromaritim dan industri
pengolahan [9]. Untuk memperkuat pencapaian tersebut, pemerintah NTB juga menetapkan target investasi lebih tinggi
pada tahun 2025 serta membentuk Satuan Tugas Investasi guna memfasilitasi percepatan pencapaian target [10].

Namun demikian, peningkatan investasi di NTB tidak terjadi secara merata pada seluruh kabupaten/kota. Data
menunjukkan adanya variasi antar wilayah, baik dari sisi realisasi investasi maupun output ekonomi daerah. Misalnya,
Kabupaten Sumbawa Barat ditopang oleh investasi pertambangan berskala besar, sementara beberapa daerah lain seperti
Lombok Utara dan Dompu memiliki struktur ekonomi yang berbeda dan tingkat realisasi investasi yang lebih rendah [11]
Variasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan suatu daerah
menarik investasi.

Pada periode yang sama, skor MCP di kabupaten/kota NTB meningkat dengan variasi antarwilayah: beberapa daerah seperti
Kota Mataram, Sumbawa Barat, dan Bima lebih tinggi dibanding lainnya. Variasi ii membuka peluang analisis pengaruh
pencegahan korupsi terhadap investasi. Namun, hasil penelitian sebelumnya masih tidak konisisten, ada yang menemukan
pengaruh positif, lemah, atau tidak langsung dan umunya berfokus pada level nasional. Kajian di tingkat daerah masih
terbatas serta jarang mempertimbangkan factor seperti aglomerasi, SDM, dan pasar tenaga kerja, sehingga menunjukkan
adanya gap empiris dan konteks.

Fenomena ini penting dikaji karena hubungan antara pencegahan korupsi dan investasi tidak selalu bersifat langsung.
Beberapa penelitian menemukan bahwa efek kebijakan antikorupsi baru terlihat setelah mencapai tingkat konsistensi
tertentu atau setelah reformasi institusional menghasilkan perubahan nyata dalam birokrasi perizinan dan biaya transaksi
[12]. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah upaya pencegahan korupsi yang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah
daerah di NTB telah memberikan pengaruh nyata terhadap peningkatan investasi, dan bagaimana karakteristik ekonomi
daerah memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Penelitian ini penting untuk mengkaji pengaruh pencegahan korupsi terhadap investasi daerah di NTB dengan
mempertimbangkan aglomerasi, kualitas SDM, dan partisipasi Angkatan kerja, serta diharapkan memberi kontribusi bagi
kebijakan investasi dan tata Kelola daerah. Kebaruannya terletak pada penggunaan MCP sebagai indicator pencegahan
korupsi di tingkat kabupaten/kota, penggabungan variable institusional dan structural dalam satu model. Serta pendekatan
nonlinier untuk mengidentifikasi efek ambang. Pendekatan ini memungkinkan analisis hubungan yang lebih kompleks dan
kontekstual antarwilayah.

METODE

A.Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada
pengujian hubungan antar variabel secara empiris melalui pengolahan data numerik dengan metode analisis statistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun waktu penelitian

mencakup periode pengamatan tahun 2019 hingga 2024. Pemilihan rentang waktu tersebut bertujuan untuk menangkap
dinamika investasi dan perkembangan upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah dalam beberapa tahun terakhir.

C. Metode Pengumpulan Data
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan metode sensus. Hal
ini dikarenakan penelitian ini mengamati seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unit analisis
tanpa melakukan pemilihan sampel.

D.Teknik dan Alat Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun, mencatat, serta mengkaji berbagai dokumen, laporan,
dan publikasi resmi yang relevan dengan tujuan penelitian [13]. Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa
dokumen dan publikasi resmi, baik dalam bentuk laporan tercetak maupun basis data elektronik yang tersedia secara
daring.

E.Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan dipublikasikan
oleh lembaga resmi sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan penelitian ilmiah [14]. Sumber data dalam
penelitian ini berasal dari beberapa instansi yang berwenang dan relevan dengan variabel penelitian. Data pencegahan
korupsi diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui skor Monitoring Center for Prevention (MCP). Data
investasi daerah diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Nusa
Tenggara Barat. Sementara itu, data jumlah penduduk, rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik
(BPS) Nusa Tenggara Barat.

F. Variabel Penelitian
1. Identitikasi dan Klasifikasi Variabel
a.Variabel Terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah investasi daerah (TI). Variabel ini merepresentasikan tingkat investasi yang
masuk ke kabupaten/kota dan dipengaruhi oleh variabel lain dalam model penelitian.

b. Variabel Bebas (Independent Variable)
Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Pencegahan korupsi (AKOR), yang diukur menggunakan skor Monitoring Center for Prevention (MCP)
2. Pencegahan korupsi kuadrat (AKOR?2), yang digunakan untuk menangkap kemungkinan hubungan nonlinier antara
pencegahan korupsi dan investasi;
c. Variabel Kontrol
Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
1) Aglomerasi (AGLO) digunakan sebagai variabel kontrol karena konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi di suatu
wilayah dapat menciptakan efisiensi produksi, kemudahan akses pasar, serta ketersediaan infrastruktur yang lebih baik,

yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keputusan investasi daerah.

2) Human capital (HCAP), yang diproksikan melalui rata-rata lama sekolah, digunakan sebagai variabel kontrol untuk
mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah.

3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) digunakan sebagai variabel kontrol untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga
kerja daerah.

2. Definisi Operasional Variabel
Definisi operasional variabel disusun untuk memberikan kejelasan mengenai konsep, pengukuran, serta satuan dari masing-
masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional ini bertujuan agar variabel yang diteliti dapat diukur

secara objektif dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitian [14].

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel simbol Jenis Definisi Indikator / Satuan Sumber
variabel Oprasional Rumus Data

Investasi TI Dependen Nilai realisasi (Investasi Persen DPMPTSP
) Penanaman / PDRB (%) NTB, BPS

Modal Asing ADHK) x Prov NTB

(PMA) dan 100

Penanaman

Modal Dalam

Negeri

(PMDN)
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Anti AKOR Independen Tingkat upaya Skor Indeks KPK
Korupsi pencegahan Monitoring MCP
(X1) korupsi Center for

pemerintah Prevention

daerah (MCP)
Anti AKOR?2 Independen Bentuk (Skor Indeks KPK
Korupsi nonlinier MCP)2 (kuadrat
Kuadrat pencegahan MCP)
X2) korupsi

daerah
Aglomerasi AGLO Kontrol Konsentrasi Jumlah Persen BPS Prov
X3) penduduk di penduduk (%) NTB

suatu daerah kab/kota
Human HCAP Kontrol Kualitas Rata-rata Tahun BPS Prov
Capital sumber daya Lama NTB
X4) manusia di Sekolah

daerah penduduk

usia > 25
tahun

Tingkat PAK Kontrol Persentase (Angkatan Persen BPS Prov
Partisipasi penduduk usia Kerja / (%) NTB
artisipasi Kkeri Penduduk
Angkatan ena yang endudu
Kerja (X5) aktif secara Usia Kerja)

ekonomi X 100

G. Model dan Spesifikasi Ekonometrika

Model ekonometrika digunakan untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel dependen dan variabel
independen yang dianalisis dalam penelitian. Menurut [1], model ekonometrika berfungsi sebagai alat analisis untuk
menguji hubungan kausal antar variabel ekonomi berdasarkan data empiris yang tersedia. Penelitian ini menggunakan
model regresi data panel, yaitu metode analisis yang mengombinasikan data lintas unit (cross-section) dan data
runtutwaktu (time series).

H. Prosedur Analisis data
1. Analisis statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data masing-masing variabel penelitian, seperti nilai rata-rata,
nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran awal
mengenai pola dan sebaran data sebelum dilakukan analisis lanjutan [15].

2. Pemilihan model terbaik

Pemilihan model dilakukan dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow
digunakan untuk memilih antara CEM dan FEM, Uji Hausman digunakan untuk menentukan pilihan antara FEM dan REM,
sedangkan Uji LM digunakan untuk memilih antara CEM dan REM [2].

3.Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian ini
bertujuan untuk memastikan bahwa model tidak melanggar asumsi dasar regresi sehingga hasil estimasi dan pengujian
hipotesis dapat diinterpretasikan secara valid [16].

3. Pengujian hipotesis dan interpretasi hasil

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial, uji F untuk
mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, serta koefisien determinasi (R2) untuk mengukur kemampuan
model dalam menjelaskan variasi investasi antar daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Data Penelitian

Data penelitian merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari lembaga atau instansi terkait yang relevan dengan
variabel penelitian serta disesuaikan dengan tujuan dan hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang disusun dalam bentuk data panel, sehingga memungkinkan analisis variasi antar
kabupaten/kota dan antar waktu pengamatan [17].

Bagian ini memuat deskripsi data setiap variabel penelitian yang digunakan dalam model analisis. Penyajian data deskriptif
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bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data, pola sebaran, serta tingkat variasi masing-masing

variabel sebelum dilakukan analisis lanjutan. Analisis deskriptif ini berfungsi sebagai pendukung analisis utama dalam
menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian [14].

Penyajian data hasil penelitian disusun dalam bentuk tabel statistik deskriptif yang memuat nilai rata-rata (mean), median,
nilai maksimum, nilai minimum, serta standar deviasi. Tata cara penyajian tabel disesuaikan dengan ketentuan penulisan

ilmiah yang berlaku agar mudah dipahami dan informatif.

Tabel 2 Uji Deskriptif

TI AKOR AKOR2 AGLO HCAP PAK
Mean 19.32115 73.18333 5622.717 12.95271 8.013000 72.18983
Median 8.658553 77.00000 5929.000 13.06467 8.160000 71.97000
Maximum 219.9261 96.00000 9216.000 14.16226 10.96000 80.86000
Minimum 0.005543 0.000000 0.000000 11.88513 5.840000 63.26000
Std. Dev. 34.94343 16.47545 2001.220 0.722977 1.440736 3.890505
Skewness 4.292969 -1.792306 -0.544886 0.048223 0.330441 0.079639
Kurtosis 22.93552 8.128732 2.861246 1.808356 2.140509 2.584973
Jarque-Bera 1177.858 97.88333 3.017134 3.573293 2.938727 0.494042
Probability 0.000000 0.000000 0.221227 0.167521 0.230072 0.781124
Sum 1159.269 4391.000 337363.0 777.1627 480.7800 4331.390
Sum Sq. Dev. 72041.55 16014.98 2.36E+08 30.83908 122.4675 893.0259
Observations 60 60 60 60 60 60

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan Tabel Uji deskriptif di atas, variabel investasi (TI) memiliki nilai rata-rata sebesar 19,32 persen dengan nilai
maksimum yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai minimumnya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup
besar dalam kemampuan kabupaten/kota di Provinsi NTB dalam menarik investasi selama periode penelitian. Standar
deviasi yang relatif besar mengindikasikan variasi investasi yang cukup tinggi antar daerah.

Variabel pencegahan korupsi (AKOR) memiliki nilai rata-rata sebesar 73,18 persen, yang mencerminkan tingkat
implementasi pencegahan korupsi yang relatif cukup baik, meskipun masih terdapat perbedaan antar kabupaten/kota.
Keberadaan variabel AKOR2 digunakan untuk melihat apakah peningkatan kualitas pencegahan korupsi memberikan
pengaruh yang semakin kuat terhadap investasi, khususnya ketika upaya pencegahan korupsi dilakukan secara konsisten
dan berkelanjutan.

Variable aglomerasi (AGLO) yang diukur melalui log jumlah penduduk menunjukkan variasi yang kecil, sehingga distribusi
penduduk antar wilayah di NTB relatif stabil. Human Capital (HCAP) dengan rata-rata lama sekolah sekitar 8 tahun
mencemrinkan kualitas SDM, sementara tingkat partisipasi Angkatan kerja (PAK) sebesar 72,19% menunjukkan keterlibatan
ekonomi masyarakat. Secara umum, statistic desktiprif memperlihatkan variasi data yang cukup antar variable dan wilayah,
sehingga layak digunakan dalam analisis regresi data panel.Analisis dan Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan analisis regresi data panel.
Penyajian hasil difokuskan pada temuan utama yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis
penelitian [16].

Analisis dilakukan secara bertahap dengan membangun tiga spesifikasi model. Model 1 dan Model 2 diestimasi
menggunakan Common Effect Model (CEM) sebagai model dasar untuk melihat hubungan awal antar variabel tanpa
memperhitungkan perbedaan karakteristik individual antar kabupaten/kota. Selanjutnya, Model 3 diestimasi menggunakan
Random Effect Model (REM) sebagai model akhir yang mempertimbangkan adanya perbedaan acak antar unit cross-section,
sesuai dengan hasil pengujian pemilihan model [17].

Hasil estimasi regresi data panel disajikan secara ringkas dalam di bawah yang memuat koefisien estimasi, tingkat
signifikansi, serta ukuran kecocokan model untuk masing-masing spesifikasi.

Tabel 3 Hasil Estimasi Regresi Data Panel

VARIABEL Dependent Var.Investasi
Model 1 Model 2 Model 3
AKOR -0.231% 0.123* 0.000%**
(0.075) (0.064) (0.050)
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AKOR2 0.981%** 0.546%%*
(0.061) (0.075)
AGLO 0.163***
(0.048)
HCAP 0.279***
(0.070)
PAK 0.133%**
(0.046)
C 0.911%** -0.008 0.021**
(0.080) (0.067) (0.076)
Adj. R square 0.125 0.832 0.909
R-Square 0.140 0.838 0.917
Num. 60 60 60
Observation

*) prob < 0.10, **)Prob< 0,05, dan ***)Prob<o0.01
Sumber : Data diolah oleh peneliti

Model 1 merupakan model awal yang hanya memasukkan variabel pencegahan korupsi (AKOR) sebagai variabel
independen. Berdasarkan hasil estimasi, variabel AKOR memiliki koefisien sebesar —0,231 dan signifikan pada taraf 10
persen. Koefisien negatif menunjukkan bahwa peningkatan pencegahan korupsi pada tahap awal belum langsung
mendorong investasi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa respons investor tidak instan, melainkan membutuhkan waktu
untuk membangun kepercayaan terhadap perbaikan tata Kelola. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,125 menunjukkan
bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi investasi masih relatif terbatas, sehingga diperlukan pengembangan
model dengan memasukkan variabel tambahan. Pola ini sejalan dengan pendekatan kualitas institusi yang menekankan
pentingnya konsistensi dan kredibilitas kebijakan sebelum memberikan dampak terhadap keputusan investasi [18].

Pada Model 2 dikembangkan dengan menambahkan variabel pencegahan korupsi dalam bentuk kuadrat. Hasil estimasi
menunjukkan bahwa variabel AKOR memiliki koefisien positif sebesar 0,123 dan signifikan pada taraf 10 persen, sedangkan
variabel AKOR2 memiliki koefisien sebesar 0,081 dan signifikan pada taraf 1 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa
peningkatan kualitas pencegahan korupsi memberikan pengaruh positif terhadap investasi, dan pengaruh tersebut menjadi
semakin kuat ketika upaya pencegahan korupsi dilakukan secara berkelanjutan. Nilai adjusted R-squared meningkat
menjadi 0,832, yang mengindikasikan bahwa penambahan variabel tersebut secara signifikan meningkatkan kemampuan
model dalam menjelaskan variasi investasi daerah. Hasil ini mendukung pandangan bahwa reformasi institusional
membutuhkan kesinambungan agar mampu memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi [19].

Selanjutnya, Pada Model 3, yang merupakan model akhir dan diestimasi menggunakan Random Effect Model (REM),
pencegahan korupsi tetap menunjukkan pengaruh positif terhadap investasi daerah ketika dilakukan secara
konsisten.Variable AKOR=berkoefisien positif dan signifikan, sementara AKOR bernilai sangat kecil namun tetap signifikan.
Variable AGLO, HCAP, dan PAK berpengaruh positif signifikan (1%) terhadap investasi, dengan adjusted R2 0,909 pada
model 3 yang menunjukkan daya jelas tinggi dan signifikan secara simultan, sehingga REM dipilih sebagai model terbaik.
Temuan ini menegaskan bahwa investasi daerah dipengaruhi oleh kombinasi antara kualitas tata kelola pemerintahan dan
karakteristik ekonomi daerah, sebagaimana ditegaskan dalam literatur investasi dan ekonomi kelembagaan [20].

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pencegahan Korupsi terhadap Investasi Daerah dalam Konteks Kebijakan Investasi Provinsi Nusa Tenggara
Barat

Temuan utama menunjukkan bahwa pencegahan korupsi belum berdampak langsung pada tahap awal, namun menjadi
signifikan setelah mencapai tingkat konsistensi tertentu. Hasil estimasi menunjukkan pencegahan korupsi awal belum
perpengaruh signifikan terhadap investasi, karena investor membutuhkan konsistensi dan kredibilitas kebijakan dalam
jangka waktu tertentu [18], serta menilai stabilitas, keberlanjutan, dan efektivitas implementasinya. Hal ini sejalan dengan
pandangan bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan tidak selalu memberikan dampak instan terhadap keputusan
investasi, khususnya di tingkat daerah, karena investor cenderung mempertimbangkan rekam jejak kebijakan dan stabilitas
institusional secara berkelanjutan [21].

Secara empiris, temuan pada tahap awal ini dapat dijelaskan melalui dinamika penyesuaian perilaku investor terhadap
perubahan institusional. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dampak pengendalian korupsi terhadap investasi
seringkali tidak bersifat langsung, melainkan membutuhkan waktu hingga reformasi institusi mencapai tingkat kredibilitas
tertentu [22]. Meskipun penelitian Cieslik dan Goczek (2018) berfokus pada investasi asing langsung (FDI) dalam konteks
lintas negara, temuan tersebut tetap relevan dalam menjelaskan pentingnya kualitas institusi sebagai determinan investasi
secara umum. Dalam konteks Indonesia, [3] serta [4] juga menemukan bahwa pengaruh korupsi terhadap investasi sangat
dipengaruhi oleh stabilitas kebijakan dan efektivitas penegakan hukum, sehingga perbaikan tata kelola yang bersifat parsial
belum tentu segera meningkatkan arus investasi [23,24]. Kondisi ini menunjukkan bahwa di tingkat daerah, termasuk NTB,
perspesi Risiko dan kepastian hukum masih menjadi factor utama bagi investor dalam menentukan Keputusan investasi.
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Namun, ketika pencegahan korupsi dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, dampaknya berubah menjadi positif dan
signifikan, yang mengindikasikan adanya hubungan non linear antara pencegahan korupsi dan investasi. Reformasi tata
kelola tidak bekerja secara instan, melainkan bersifat akumulatif. Secara teoritis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep
threshold effect, yaitu situasi ketika reformasi institusional baru memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi
setelah mencapai tingkat kematangan tertentu [19]. Secara sederhana, kondisi ini dapat diilustrasikan seperti “titik
kepercayaan” investor: pada fase awal reformasi, investor masih bersikap wait and see, namun setelah kebijakan terbukti
konsisten dan kredibel, barulah investasi meningkat secara signifikan. Secara empiris, hasil ini juga sejalan dengan [5] yang
menegaskan bahwa efektivitas kebijakan antikorupsi terhadap aktivitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh kualitas dan
kematangan institusi public [25].

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan [6] yang menemukan bahwa peningkatan kualitas pencegahan korupsi di
tingkat kabupaten/kota berpengaruh terhadap investasi swasta, khususnya ketika reformasi tata kelola dilakukan secara
sistematis dan terukur [26]. Selain itu, [7] menekankan bahwa mekanisme monitoring dan akuntabilitas yang efektif mampu
mengurangi distorsi alokasi investasi akibat praktik korupsi [27]. Hal ini relevan dengan penggunaan indikator Monitoring
Center for Prevention (MCP) dalam penelitian ini, yang merepresentasikan kualitas sistem pengawasan dan pencegahan
korupsi di tingkat daerah.

Lebih lanjut, temuan ini juga sejalan dengan [8] yang menunjukkan bahwa kualitas institusi dan tingkat korupsi memiliki
pengaruh signifikan terhadap aliran investasi asing [28]. [9] turut menegaskan bahwa perbaikan tata kelola dan
pengendalian korupsi berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, khususnya di negara berkembang
[29]. Dengan demikian, secara teoritis, dan empiris, hubungan antara pencegahan korupsi dan investasi cenderung
konsisten, namun efektivitasnya bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan.

Hal ini relevan dengan kebijakan investasi Pemerintah provinsi NTB periode 2016-2024 yang mendorong realisasi investasi
melalui perbaikan iklim usaha penyederhanaan birokrasi, dan penguatan sektor unggulan. Penerapan PTSP
menyederhanakan perizinan, meningkatkan kepastian usaha, dan menekan biaya transaksi sehingga mendorong aktivitas
ekonomi.

Selain itu, sektor prioritas seperti pariwisata dan pertambangan meningkatkan investasi, dengan efek aglomerasi di
Sumbawa Barat serta perluasan investasi mon ekstraktif melalui pengembangan pariwisata dan hilirisasi agromaritim.
Hilirisasi komoditas seperti rumput laut, udang, tuna, serta produk pertanian dan peternakan mencerminkan strategi
penguatan ekonomi jangka Panjang.

Kebijakan ini tidak hanya memperbaiki iklim usaha, tetapi juga memperkuat kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil,
yang selaras dengan temuan empiris bahwa kualitas sumber daya manusia dan kondisi pasar tenaga kerja berperan dalam
meningkatkan daya tarik investasi [26].

Pemerintah Provinsi NTB juga menerapkan berbagai insentif investasi, termasuk pembebasan pajak awal bagi industri
pengolahan tertentu, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan ini meningkatkan investasi (Rp 54,55 triliun
pada 2024) dan didukung satgas investasi, namun masih mendorong ketimpangan dan ketergantungan sektor. Temuan
menunjukkan pencegahan korupsi yang konsisten, bersama perbaikan perizinan dan kebijakan sectoral, menciptakan iklim
investasi yang lebih stabil dan kredibel.

Hal ini memperkuat argumentasi bahwa peningkatan investasi daerah bukan semata-mata hasil dari faktor ekonomi
struktural, tetapi juga merupakan konsekuensi dari kualitas institusi dan konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam
membangun kepastian dan keamanan berusaha

2. Pengaruh Aglomerasi terhadap Investasi Daerah

Temuan utama menunjukkan bahwa aglomerasi (AGLO) memiliki pengaruh positif dan singifkan dalam meningkatkan
investasi daerah, sehingga semakin tinggi tingkat aglomerasi, semakin besar pula potensi masuknya investasi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi memberikan daya tarik tersendiri bagi
investor. Secara teoritis, aglomerasi menciptakan efisiensi melalui ketersediaan pasar, tenaga kerja, dan jaringan ekonomi
yang lebih luas, sehingga mampu menurunkan biaya produksi dan distribusi [20]. Hasil ini sejalan dengan penelitian [10]
yang menemukan bahwa wilayah dengan tingkat aglomerasi yang lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan investasi
yang lebih baik [30].

Selain itu, penelitian [11] menunjukkan bahwa aglomerasi industri berperan dalam mendorong dinamika ekonomi daerah,
meskipun pengaruhnya dapat berbeda tergantung pada karakteristik wilayah dan dukungan faktor pendukung lainnya [31].
Dalam konteks NTB, aglomerasi juga mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah tertentu seperti kawasan
pertambangan dan pariwisata, yang menjadi pusat pertumbuhan dan daya tarik investasi.

3.Pengaruh Human Capital terhadap Investasi Daerah

Temuan menunjukkan human capital (HCAP) berpengaruh positif signifikan terhadap investasi daerah. Rata-rata lama
sekolah meningkatkan produktivitas dan daya saing, sesuai teori pertumbuhan endogen [32].

Hasil ini sejalan dengan Katalin (2020) dan Windasari et al. (2021) yang menegaskan pentingnya kualitas Pendidikan dan
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investasi modal manusia dalam menarik investasi dan mendorong kinerja ekonomi. Temuan tersebut memperkuat
argumentasi bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan determinan penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi,
termasuk daya tarik investasi [31]. Dengan demikian, peningkatan kualitas pendidikan daerah menjadi strategi penting
dalam memperkuat daya tarik investasi.

Selain itu, Maruli Tua dan Mahi (2022) dalam penelitian pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia juga memasukkan
variabel tenaga kerja dan human capital sebagai variabel kontrol dan menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia
berperan dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah [26]. Hal ini semakin menegaskan bahwa faktor pendidikan dan
kapasitas tenaga kerja menjadi komponen penting dalam keputusan investasi.

4.Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Investasi Daerah

Temuan penelitian mennunjukkan bahwa tingkat partisipasi Angkatan kerja (PAK) memberikan pengaruh positif dan
signifikan terhadap peningkatan investasi daerah, sehingga semakin tinggi partisipasi tenaga kerja, semakin besar pula
daya Tarik investasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja aktif menjadi salah satu faktor penting dalam keputusan
investasi. Daerah dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi mencerminkan pasar tenaga kerja yang dinamis dan
potensi produksi yang lebih besar. Hasil ini sejalan dengan teori lokasi industri yang menyatakan bahwa ketersediaan dan
keterlibatan tenaga kerja merupakan faktor utama dalam penentuan lokasi investasi [33]. Selain itu, [12] juga menegaskan
bahwa kondisi pasar tenaga kerja yang sehat dapat meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi [34].
Penelitian Windasari et al. (2021) turut menunjukkan bahwa variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap
kinerja ekonomi daerah, yang mengindikasikan bahwa dinamika pasar tenaga kerja memiliki peran strategis dalam
mendorong aktivitas ekonomi dan investasi [31].

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian [13] yang menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap investasi domestik (PMDN) di Indonesia [35]. Hasil tersebut menegaskan bahwa ketersediaan tenaga kerja
produktif menjadi pertimbangan utama investor dalam menentukan lokasi investasi, sehingga semakin tinggi partisipasi
angkatan kerja, semakin besar pula potensi daerah dalam menarik investasi.

Temuan tersebut juga sejalan dengan Maruli Tua dan Mahi (2022) yang menunjukkan bahwa variabel tenaga kerja
berkontribusi dalam menjelaskan variasi investasi antar kabupaten/kota di Indonesia [26]. Hal ini memperkuat argumentasi
bahwa ketersediaan dan kualitas tenaga kerja menjadi determinan penting dalam menarik investasi di tingkat daerah.

5. Implikasi Temuan dan Arah Pengembangan Penelitian

Temuan utama menunjukkan bahwa investasi daerah merupakan hasil interaksi antara faktor institusional dan struktural.
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi daerah dipengaruhi oleh kombinasi antara kualitas tata
kelola pemerintahan dan karakteristik ekonomi daerah. Pencegahan korupsi yang konsisten berdampak positif pada
investasi karena meningkatkan kepercayaan investor dan kepastian usaha. Fakto structural seperti aglomerasi, kualitas
SDM, dan partisipasi tenaga kerja juga memperkuat daya Tarik daerah.

Implikasinya diperlukan konsistensi reformasi tata Kelola serta sinergi kebijakan antikorupsi dan Pembangunan ekonomi.
Namun, evaluasi tetap dibutuhkan agar investasi tidak terpusat dan lebih merata. Penelitian selanjutnya disarakanka
menambahkan variable seperti infastruktur, kemudaha perizinan, dan iklim usaha untuk memperoleh analisis yang lebih
komprehensif.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh pencegahan korupsi, aglomerasi, kualitas sumber daya manusia, serta tingkat
partisipasi angkatan kerja terhadap investasi daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan
hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, penelitian menunjukkan bahwa pencegahan korupsi mulai memberikan pengaruh terhadap investasi ketika
dijalankan secara berkelanjutan. Pada tahap awal, pencegahan korupsi belum langsung menarik investasi karena investor
menilai kredibilitas kebijakan, namun berdampak positif jika dilakukan konsisten. Kedua, aglomerasi, human capital, dan
partisipasi Angkatan kerja berpengaruh positif terhadap investasi, menegaskan pentingnya struktur ekonomi dan tenaga
kerja berkualitas. Ketiga, terdapat, hubungan nonlinier, di mana dampak positif muncul setelah mencapai tingkat
konsistensi tertentu. Keempat, temuan ini mendukung teori ekonomi kelembagaan dan regional dengan interaksi factor
ekonomi dan institusional. Kelima, prospek temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan investasi daerah tidak
hanya memerlukan pembenahan tata kelola, tetapi juga penguatan struktur ekonomi daerah. Oleh karena itu, keberlanjutan
reformasi pencegahan korupsi yang disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pasar tenaga kerja, dan
pengembangan sektor-sektor unggulan diperkirakan akan tetap menjadi strategi penting dalam memperkuat daya tarik
investasi kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat ke depan.

Implikasi kebijakan meliputi: (1) menjaga konsistensi pencegahan korupsi, terutama pada perizinan dan layanan publik; (2)
meningkatkan kualitas SDM melalui Pendidikan vokasi; (3) memperkuat aglomerasi melalui infrastruktur dan konektivitas;
serta (4) mengoptimalkan kebihakan ketenagakerjaan untuk mendorong investasi yang produktif dan kompetitif.
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